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PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

> a.

BUPATI ROKAN HILIR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) dan

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan
bahwa Pergeseran anggaran antar objek belanja
dan/atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui

perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis
belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek
belanja ditetapkan oleh Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2023;
bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Riau
Nomor: Kpts. 1/1/2023 tentang Penetapan Alokasi
Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan pergeseran
anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan hurufc , perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023;

d.
Cc

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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2.

3.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemeritah Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
888);

6.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1460);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupten
Rokan Hilir Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21

8.



Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupten
Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran
Daerah Kabupten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupten
Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023
Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 2
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Bupati Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023
Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir
Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (7) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut:



(1)

(2)

(6)

(7)

Pasal 7

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 1.607.775.984.896,00 (satu triltun enam ratus
tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan
puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri
atas:

Belanja pegawai;
Belanja barang dan jasa;
Belanja bunga;
Belanja subsidi;
Belanja hibah; dan
Belanja bantuan sosial.

Belanja pegawal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 795.060.347.475,00 (tujuh ratus sembilan
puluh lima milyar enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh rnbu empat
ratus tujuh puluh lima rupiah).

a.
b.

d.
e.
f.

omA

Belanja barang dan jasa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 687.138.575.086,00 (enam ratus delapan puluh
tujuh milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima
ribu delapan puluh enam rupiah).

(3)

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(4

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(S

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp. 68.497.772.335,00 (enam puluh delapan milyar empat ratus
sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga
puluh lima rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp. 57.079.290.000,00 (lima puluh tujuh milyar
tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh nbu rupiah).

Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 diubah, schingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 795.060.347.475,00 (tujuh ratus
sembilan puluh lima milyar enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh
ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

(1

¢c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objecktif Lainnya
ASN;
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan

g. Belanja Pegawai BLUD.

m
oo

Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 501.878.395.541,00 (lima ratus satu

(2)



milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh
lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 143.944.980.713,00 (seratus empat
puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus
delapan puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.
118.141.780.005,00 (seratus delapan belas milyar seratus empat puluh
satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.540.030.210,00 (dua puluh
delapan milyar lima ratus empat puluh juta tiga puluh ribu dua ratus
sepuluh rupiah).

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 562.041.006,00 (lima ratus
enam puluh dua juta empat puluh satu nbu enam rupiah).G

1

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD_ serta KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp.793.120.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua
puluh ribu rupiah).

(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta
rupiah).

3. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, schingga Pasal 9 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 687.138.575.086,00 (enam
ratus delapan puluh tujuh milyar seratus tiga puluh delapan Juta lima
ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

Belanja Barang;
Belanja Jasa;
Belanja Pemeliharaan;
Belanja Perjalanan Dinas;
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan

f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

e

(2) Belanja Barang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 146.892.420.760,00 (seratus empat puluh
enam mil

(3) tar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu
tujuh ratus enam puluh rupiah).

(4) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp. 259.412.481.312,00 (dua ratus lima puluh sembilan milyar
empat ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus
dua belas rupiah).

(S) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 81.291.114.935,00 (delapan puluh satu milyar



(6)

(7)

(8)

dua ratus sembilan puluh satu juta seratus empat belas ribu sembilan
ratus tiga puluh lima rupiah).
Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf d
direncanakan sebesar Rp. 70.641.861.250,00 (tujuh puluh milyar enam
ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua
ratus lima puluh rupiah).

Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp. 21.336.431.000,00 (dua puluh satu
milyar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu
rupiah).
Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp. 42.099.220.000,00 (empat puluh dua
milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV diubah, sehingga
Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal Juli 2023

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

Resuai dengan aslinya
ABAGIAN HUKUM

SETD
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FAUZI EFRIZAL 1017 200012 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR

User
Typewritten text
12

User
Typewritten text
12

User
Typewritten text
ttd

User
Typewritten text
ttd

User
Typewritten text
25

User
Typewritten text
BUPATI ROKAN HILIR,




AFRIZAL SINTONG




